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RINGKASAN 

 

 

Penelitian berjudul “PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR 

DOMISILI PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN” 

membahas permasalahan penyelenggaraan program studi di luar domisili 

perguruan tinggi, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program 

Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi, yang selanjutnya diubah dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan 

Tinggi).  

Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, 

rujukannya adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menetapkan bahwa 

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai 

kultural, dan kemajemukan bangsa”.  

Pasal 4 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa perolehan pendidikan secara 

adil merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang harus dipenuhi oleh negara. 

Pendidikan dalam hal ini mencakup semua jenis pendidikan yang ada, baik 

pendidikan formal, nonformal, atau informal, yang dilaksanakan pada jenjang 

pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, atau jenjang pendidikan tinggi. 

Sehubungan dengan itu,beberapa perguruan tinggi telah membuka program 

studi di daerah–daerah seperti ITB (Institut Teknologi Bandung) yang membuka 

program studi di Bekasi; lalu IPB (Institut Pertanian Bogor) yang membuka 

program studi di Sukabumi; Universitas Airlangga yang membuka kampus di 

Banyuwangi; serta Universitas Brawijaya yang membuka program studi di Kediri. 

Namun demikian, pada praktiknya, penyelenggaraan program studi di luar 

domisili tidak semulus yang direncanakan, meskipun penyelenggaraannya telah 

didukung berdasarkan payung hukum yang resmi. 

Selanjutnya Permendiknas No. 30 Th 2009 diubah dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan 

Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi. Sebagai peraturan pengganti, 

Permendiknas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di 

Luar Domisili Perguruan Tinggi,memiliki beberapa pembaharuan dalam pasal-

pasalnya dibandingkan Permendiknas No. 30 Th. 2009. Beberapa pembaharuan 

yang bersifat mendasar antara lain adalah pada Pasal 1 Ayat (1) terdapat 

penambahan pernyataan yang menegaskan batas wilayah penyelenggaraan 

perguruan tinggi.  

Berdasarkan pemaparan kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa 

pembaharuan dalam Pasal 1 Ayat (1) Permendiknas Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi, lebih 

memberikan kejelasan dalam hal batas wilayah domisili perguruan tinggi.Jika 

memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, perubahan tersebut 
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rerdapat dalam ketentuan Pasal 4 Permendiknas Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi.  

Dalam perubahan ini menunjukkan bahwa Permendiknas Nomor 20 Tahun 

2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi, 

merupakan peraturan yang lebih memiliki fleksibilitas dibandingkan dengan 

Permendiknas Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi di 

Luar Domisili Perguruan Tinggi. Hal ini terlihat pada penambahan adanya 

wewenang Menteri untuk menetapkan penyelenggaraan program studi di luar 

domisili dalam bidang dan kondisi tertentu. Ketentuan lebih lanjut tentang 

Permendiknas tersebut ditetapkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan 

Tinggi Nomor 1017/E/T/2011 tentang Perijinan dan Pelarangan Proses 

Pembelajaran, bahwa ketentuan yang tidak melegalkan pelaksanaan proses 

pembelajaran di luar domisili tanpa ijin tetap berlaku, demi untuk memberikan 

budaya akademik yang baik kepada mahasiswa dengan susasana proses 

pembelajaran yang terbangun secara utuh dan optimalnya ketercapaian hasil 

pembelajaran.  

Jika dilihat pada Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 

66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dalam Pasal 182 

yangdalam ayat (1), (9) dan (9a). Sehubungan dengan itu, dapat dijelaskan bahwa 

Pasal 4 Permendiknas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program 

Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi tersebut, mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. Selanjutnya dalam Pasal 182, dinyatakan dalam 

ayat (9) dan (9a), tetapi belum mempertimbangkan eksistensi ayat (1), bahwa 

wewenang itu terdapat “pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya”, yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin atas 

penyelenggaraan Pendidikan tinggi di daerahnya masing-masing.  

Konflik norma ini dapat mengakibatkan timbulnya ketidakadilan bagi 

perguruan tinggi setempat. Mengingat, ketika Perguruan Tinggi Negeri dengan 

prodi yang sama jika dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Swasta, maka 

masyarakat akan cenderung untuk memilih Perguruan Tinggi Negeri. Jika terus 

terjadi maka perlahan akan mematikan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta 

setempat. 

Ketidakadilan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, 

yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan 

danperlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang samaguna 

mencapai persamaan dan keadilan”.Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, juga 

menentukan bahwa “Pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. 

Ditinjau dari teori keadilan tujuan utama hukum adalah menjamin keadilan 

dalam masyarakat. Melalui hukum, pemerintah harus dapat mengimbangi 

kepentingan umum dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Cita-cita akan 
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keadilan yang hidup dalam jiwa rakyat tidak lain daripada simbol suatu 

harmonisasi kepentingan-kepentingan tersebut. Tugas utama pemerintah suatu 

negara adalah mewujudkan keadilan sosial. Keadilan terwujud dalam suatu negara 

di mana hak-hak manusia dihormati, untung-untung dan beban-beban dibagi 

secara pantas terutama berhubungan dengan harta.Ditinjau dari teori kemanfaatan 

ingin menjamin kebahagian yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang 

sebanyakbanyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah 

manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagian yang terbesar bagi 

jumlah orang yang banyak. 

Ditinjau dari teori kepastian hukum bahwa, hukum harus memiliki tafsir 

yang sama dan diterapkan dengan cara yang konsisten dalam berbagai topik 

permasalahan yang serupa, baik oleh pihak pelaksana yang berbeda atau dalam 

waktu pelaksanaan yang berlainan, serta menghasilkan dampak yang mampu 

menyeimbangkan kepentingan umum dan pencapaian keadilan. Dengan menjaga 

kepastian hukum, maka kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara adil dan 

tentram karena peraturan perundangan yang dirumuskan dan diterapkan oleh 

pemerintah telah dapat ditegakkan sebagaimana mestinya dan secara konsisten. 

Dengan kata lain, kepastian hukum menjelaskan aspek kejelasan dalam isi 

peraturan perundangan dan praktik nyata penegakkan hukum. Asas kepastian 

hukum merujuk pada efektivitas tinggi dari penegakkan hukum, yang dapat 

dicapai apabila peran penegak hukum dapat dilaksanakan dengan maksimal. 

Ditinjau dari teori kewenangan bahwa dalam hukum administrasi Negara 

berkaitan dengan asas legalitas, di mana asas ini merupakan salah satu prinsip 

utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan 

pemerintah dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara 

hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga 

kekuasaan undang-undang (de heerschappij van de wet). Asas ini dikenal juga di 

dalam hukum pidana (nullum delictum sine previa lege peonale) yang berarti tidak 

ada hukuman tanpa undang-undang). Di dalam hukum administrasi Negara asas 

legalitas ini mempunyai makna dat het bestuur aan wet is onderworpnen, yakni 

bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah 

prinsip dalam Negara hukum. 

Sebagai perguruan tinggi yang memiliki otonom dalam penyelenggaraan 

pendidikan di luar domisili memliki prinsip akuntabilitas dalam 

penyelenggaraannya yang diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Luar 

Domisili Perguruan Tinggi. Selain prinsip akuntabilitas, dalam penyelenggaraan 

pendidikan di luar domisili ini juga menggunakan prinsip efektivitas. Dalam 

penyelenggaraan pendidikan di luar domisili agar bersifat efektif harus dilakukan 

sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional secara umum yang 

sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Bab III dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Luar 

Domisili Perguruan Tinggi.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation research takes the background that there is an obstacle in 

the field where until now there are still some parties who are against universities 

opening new study programs outside their domicile. This is because the 

implementation of education is considered to cause a norm conflict in Article 4 of 

the Minister of National Education Regulation Number 20 of 2011 concerning the 

Implementation of Study Programs Outside the Domicile of Higher Education. 

Based on the statement above, this study aims to analyze the basic philosophy of 

organizing study programs outside the domicile of Indonesian universities; and 

find the legal consequences of providing higher education outside the domicile 

based on the principles of effectiveness and justice for higher education 

institutions. 

This type of research is normative law, namely legal research that focuses 

on the study of positive law in this case related to education, especially education 

outside the domicile. While the sources of legal materials used are primary and 

secondary legal materials. 

The results of this study are (1) So far, the implementation of study program 

education outside the domicile is still dominated by State Universities (PTN), 

because only State Universities (PTN) are able to meet the requirements for 

providing study program education outside the domicile. (2) The implementation 

of education must be in accordance with the principles in its implementation in 

accordance with Law Number 20 of 2003 concerning the National Education 

System Chapter III Article 4. This needs to be considered because it serves as a 

guide in the implementation of education so that it runs well and smoothly. 

As a tertiary institution that has autonomous rights in the administration of 

education outside the domicile, it has the principle of accountability in its 

implementation which is regulated in Article 2 of the Regulation of the Minister 

of National Education Number 30 of 2009 concerning the Implementation of 

Education outside the Domicile of the Higher Education. Furthermore, in the 

implementation of education outside the domicile one must also adhere to the 

principle of justice as a form of fulfilling the human rights of its citizens. The 

principle of justice in education is regulated in Government Regulation Number 

48 of 2008. 

 

Keywords: Education outside of domicile, National Education System, Justice 
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